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P U T U S A N

Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata  agama pada  tingkat  pertama  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX,  NIK XXXXXX,  tempat/tanggal lahir XXXXXX / 27 Juni 1998, agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus  rumah

tangga,  tempat tinggal  di Desa XXXXXX,  Kecamatan

XXXXXX,  Kabupaten  Padang  Lawas  Utara,  Provinsi

Sumatera  Utara,  dengan  ini  memberikan  kuasa

kepada  TOHIRUDDIN  SIREGAR,  SHI.,  M.H

Advokat/Penasehat  Hukum,  pada  Kantor  Hukum

TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI & Rekan Beralamat  di

Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel,

Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli

Selatan,  Sumatera  Utara,  berdasarkan  surat  kuasa

Khusus No.  107/SK/VIII/2023,  tertanggal  15  Agustus

2023 bertindak dan atas nama serta guna kepentingan

hukum klien kami, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, NIK ,  tempat dan tanggal  lahir  XXXXXX/ 4 April  1990, agama Islam,

pendidikan  SLTA, pekerjaan  Wiraswasta,  bertempat

tinggal di  XXXXXX  Kelurahan  XXXXXX,  Kecamatan

XXXXXX,  Kota  Medan,  Provinsi  Sumatera  Utara,

XXXXXX,  XXXXXX,  Kota  Medan,  Sumatera  Utara,

sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di persidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan, dengan register

perkara Nomor  250/Pdt.G/2023/PA.Psp, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Bahwa  pada  hari  Senin  17  Agustus  2015, Penggugat  dengan  Tergugat

telah  melangsungkan  pernikahan,  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Kecamatan XXXXXX,  sebagaimana

bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 24 Agustus

2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX, Kota Medan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan

Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa  setelah  akad  nikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama

sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Medan kemudian yang terakhir

di  XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan

sejak bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai

dengan sekarang;

4. Bahwa  selama  ikatan  pernikahan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melakukan  hubungan  badan  sebagaimana layaknya  suami  istri  (Ba’da

dukhul), dan  telah  dikaruniai  tiga  orang  anak  masing-masing  yang

bernama:

4.1   XXXXXX (Lk), lahir pada tanggal 25 Juni 2016, saat ini bersama

Tergugat;

4.2.  XXXXXX (Lk), lahir pada tanggal 6 Maret 2019, saat ini bersama

Penggugat;

4.3.  XXXXXX (Pr), lahir pada tanggal 16 Maret 2021, saat ini bersama

Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat awalnya rukun dan baik,

akan  tetapi  pada  pada  bulan  April  2020  Tergugat  pergi  dari  rumah

kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan sejak saat itu
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Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat dan sejak saat

itu  pula  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  satu  rumah  lagi

sampai dengan sekarang selama 3 tahun 4 bulan;

6. Bahwa berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas  Penggugat  menggugat  cerai

kepada  Tergugat  dan  mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama

Padangsidimpuan  agar  menjatuhkan  talak  Tergugat  kepada  Penggugat

dengan dalil atau alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat di

rumah  kediaman  bersama  tanpa  sebab  dan  alasan  yang  jelas  secara

berturut-turut selama 3 tahun 4 bulan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua

Pengadilan  Agama  Padangsidimpuan  untuk  memeriksa  dan  mengadili

perkara ini  dengan memanggil  Penggugat dan Tergugat,  dan selanjutnya

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  Shughra  Tergugat  (XXXXXX) terhadap

Penggugat (XXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequoet bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah,

meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)  telah dipanggil  secara resmi dan

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, pada agenda persidangan pemeriksaan identitas yang kemudian

Penggugat  memberikan  Kuasa  Khusus  kepada  Tohiruddin  Siregar,  S.H.I.,  M.H.,

sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  15 Agustus 2023 yang

telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Padangsidempuan dengan

register Nomor W2-A10/141/HK.05/VIII/2023, tertanggal 23 Agustus 2023;
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Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai

dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai

dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara

yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa

mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak

dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan

membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat  untuk  membuktikan dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  XXXXXX,  tertanggal  24

Agustus  2015,  yang  dikeluarkan  oleh  KUA Kecamatan XXXXXX,  Kota

Medan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan

dinazegelen yang selanjutnya dberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:  XXXXXX, tertanggal  14-09-2021

yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil

Kabupaten  Padang  Lawas  Utara,  telah  bermeterai  cukup  dan

dinazegelen yang selanjutnya dberi kode (P.2);

B. Saksi.

1. XXXXX,  umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Berjualan,

bertempat tinggal  di  Desa XXXXXX, kec. XXXXXX, Kab. Padang Lawas

Utara,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

adik kandung Penggugat;

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

pada tanggal 17 Agustus 2015;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara;
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 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  3 (tiga) orang anak

orang anak;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah selama 3

(tiga) tahun lebih;

 Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

begitu saja;

 Bahwa perginya Tergugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas;

 Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya agar pihak Penggugat

untuk bersabar dan menunggu Tergugat pulang kembali, akan tetapi

tidak behasil;

2.  XXXXXX, umur 36 tahunagama  Islam, pendidikan ..., pekerjaan  Mengurus

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, kec. XXXXXX, Kab.

Padang Lawas Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah tetangga Penggugat;

 Bahwa  Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang

sah;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  3 (tiga) orang anak

orang anak;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah selama 3

(tiga) tahun lebih;

 Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

begitu saja;

 Bahwa perginya Tergugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas;

 Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya agar pihak Penggugat

untuk bersabar dan menunggu Tergugat pulang kembali, akan tetapi

tidak behasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam

berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus ternyata Penggugat

memberikan  kuasa  kepada  Tohiruddin  Siregar,  S.H.I.,  M.H., sebagai  Advokat

berdasarkan Surat  Kuasa Khusus tanggal  15 Agutsus 2023.  Oleh karena Surat

Kuasa  tersebut  telah  memenuhi  syarat  seperti  diatur  di  dalam  Surat  Edaran

Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 tahun 1994 jo. SEMA Nomor 7 tahun 2012

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan

register Nomor W2-A10/141/HK.05/VIII/2023, tertanggal 23 Agustus 2023. Penerima

Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota

yang  masih  berlaku,  maka  kedua  Advokat  tersebut  memiliki  kapasitas  (Legal

Standing) bertindak untuk dan atas nama kepentingan Penggugat sesuai Pasal 147

ayat (1) R.Bg jo Undang Undang (untuk selanjutnya cukup disebut UU) Nomor 18

Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya

cukup  disebut  KMA RI)  Nomor  73/KMA/HK.01/IX/  2015  tentang  Penyumpahan

Advokat;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)  yang

dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh

suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149

ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  Hakim telah  berusaha  menasehati  Penggugat  agar

berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian

pemeriksaan  a quo  telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di

persidangan  tanpa  alasan  yang  sah,  maka  perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi

sebagaimana ketentuan pasal  4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Penggugat

memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Hakim, maka pada kesempatan

pertama yang dipertimbangkan adalah mengenai kewenangan Pengadilan

Agama  Padangsidempuan,  berhak  atau  tidaknya  memeriksa  perkara

gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika

Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan  telah  melangsungkan

pernikahan  dengan  cara  Islam,  sehingga  berdasarkan  asas  Personalitas

Keislaman dan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, maka Pengadilan Agama cq. Pengadilan Agama Padangsidempuan

berwenang secara absolut menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara

ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat

bertempat tinggal bersama di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Padangsidempuan.  Perkara  ini  secara  relatif  merupakan  kompetensi

Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73

ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagai  mana  yang  telah  diubah  yang  kedua  dengan  Undang  Undang

Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan

jika  Penggugat  telah  menikah  dengan  Tergugat  dihadapan  Pegawai
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Pencatat  Nikah KUA Kecamatan XXXXXX,  Kota Medan,  dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 24 Agustus 2015, belum pernah

bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki  Legal Standing untuk

mengajukan  gugatan  perceraian  sebagaimana  diatur  Pasal  73  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim

menilai, petitum Penggugat angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan

perkara  Penggugat  dilanjutkan  pemeriksaanya  di  Pengadilan  Agama

Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua),

memohon  agar  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugra  Tergugat  terhadap

Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai

berikut;

Menimbang,  bahwa  karena  ternyata  Tergugat  meskipun  telah

dipanggil  sebagaimana ketentuan Pasal  142 ayat (1) R.Bg dan Pasal  26

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum

Islam  dan  ketentuan  lain  yang  berkaitan,  yang  berarti  Tergugat  telah

dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, dan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang

sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya patutlah bahwa

perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Penggugat

agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak

berhasil,  dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak

dapat  dilakukan,  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang,  bahwa  dalam  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

menyatakan  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  dari  kediaman

bersamanya  di  Desa  Ujung  Gading  Julu,  Kecamatan  Simangambat,

Kabupaten Padang Lawas Utara tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas

selama kurang lebih  10 (sepuluh) tahun;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  dapat  didengar  jawabannya
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karena tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara

sah  dan  patut,  disamping  itu  gugatan  Penggugat  beralasan  dan  tidak

bertentangan  dengan  hukum,  maka  perkara  ini  dapat  diperiksa  tanpa

hadirnya Tergugat  sesuai  pasal  149 ayat  (1)  R.Bg dan pendapat  Ulama’

yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

Artinya  :  “Barang  siapa  yang  dipanggil  Hakim  Islam  di  dalam

persidangan,  sedangkan orang tersebut  tidak memenuhi  panggilan

itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. “ (Ahkamul

Qur-an II : 405);

Menimbang,  bahwa  menurut  hukum  acara,  perkara  ini  dapat

diperiksa  dan  diputus  tanpa  hadirnya  Tergugat  dan  ketidakhadirannya

Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan

Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  adalah  masalah

perceraian (Lex Spesialis), maka Hakim masih tetap membebankan wajib

bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Agung  RI  Nomor  3  Tahun  2015  huruf  C  angka  3  yaitu  putusan  yang

dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan  sepanjang

berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  Hakim  membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat  telah  mengajukan alat  bukti  yang akan dipertimbangkan oleh

Hakim di bawah ini;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang,  bahwa bukti  surat  (P.1) sampai  dengan (P.2) tersebut

merupakan fotokopi  sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat

sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah di-

nazageling,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1888  KUH Perdata  dan

Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1985  tentang  Bea
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Materai  serta  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020

tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi

persyaratan  formil  dan  dapat  diterima,  dan  secara  materiil  dapat

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  (Fotokopi  Kutipan  Akta

Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  antara  Penggugat  dan

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut

telah  memenuhi  syarat  formal  dan  meteriil,  serta  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  di  atas,  maka  harus

dinyatakan telah terbukti  menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat

telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Agustus 2015;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  dan  Tergugat  masih

terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sebelumnya,

maka Penggugat sebagai Persona Standi in Judicio yang kemudian memiliki

Legal Standing, sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang

mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  (Fotokopi  Kartu  Tanda

Penduduk)  yang  merupakan  akta  otentik  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, isi bukti

tersebut  menjelaskan  domisili  Penggugat  berada  pada  wilayah  yurisdiksi

Pengadilan  Agama  Padangsidempuan,  sehingga  bukti  tersebut  telah

memenuhi  syarat  formal  dan  meteriil,  serta  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang,  bahwa saksi  1  Penggugat,  sudah dewasa dan sudah

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi  1  Penggugat  mengenai  dalil

gugatan angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar

sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat

terutama mengenai adanya salah satu pihak meninggalkan pasangannya,

dimana  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  dari  tempat  kediaman

bersama  tanpa  izin  dan  sepengetahuan  Penggugat.  Alhasil,  akibatnya
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antara  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  selama 3  (tiga)

tahun lamanya. Keluarga dari pihak Penggugat sudah berupaya agar sabar

dan menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan

pendiriannya dan tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Penggugat  tersebut  telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat

(2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa saksi  2  Penggugat,  sudah dewasa dan sudah

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi  2  Penggugat  mengenai  dalil

gugatan angka 1 sampai  dengan 6 adalah fakta yang dilihat  sendiri  dan

relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat  terutama

mengenai perginya Tergugat yang harus bisa dibuktikan dengan keterangan

yang diberikan oleh saksi 2. Saksi memberikan keterangan bahwa Tergugat

pergi meninggalkan Penggugat dari  tempat kediaman bersama tanpa izin

dan sepengetahuan Penggugat.  Alhasil,  akibatnya antara Penggugat  dan

Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  selama  3  (tiga)  tahun.  Pihak  keluarga

sudah berupaya untuk menasehati  Penggugat agar sabar dan menunggu

kembalinya Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi  2  Penggugat  tersebut  sudah

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat

(2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dianggap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut sudah memenuhi sebagai pembuktian

di persidangan yang merujuk pada Pasal 172 Rbg dan Pasal 308 ayat (2)

Rbg;

Menimbang,  bahwa  meskipun  kedua  saksi  Penggugat  tidak

mengetahui  secara  langsung  mengenai  alasan  perginya  Tergugat

meninggalkan  Penggugat  dari  tempat  kediaman  bersama,  namun  kedua

saksi tersebut mengetahui adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih
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10 (sepuluh) tahun, maka Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat

bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  retak  dan  pecah,

sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal ini sejalan

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal

17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa “Hidup berpisah

tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup

sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan kedua saksi Penggugat

terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

secara sah dan Islam pada tanggal  17 Agustus 2015yang dicatat

oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXXX, Kota Medan;

2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang

jelas sejak pertengahan tahun 2020;

3. Penggugat  dan Tergugat pisah tempat  kediaman bersama kurang

lebih  10 (sepuluh) tahun;

4. Selama  berpisah  tempat  tinggal antara  Penggugat  dan  Tergugat

tidak  pernah  saling  memperdulikan lagi  sebagaimana  layaknya

hubungan komunikasi suami-istri;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

a. Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang

sah, maka Penggugat dan Tergugat persona standi in judicio dalam perkara

perceraian ini;

b. Pengadilan  Agama  Padangsidempuan  berwenang  mengadili  perkara  ini

karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat, sebagaimana yang dimaksud

dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
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Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009;

c. Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  selama  2  tahun  berturut-turut,

tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

d. Perceraian  Penggugat  dengan  Tergugat  merupakan  perceraian  yang

pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat

adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan

kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (vide  Pasal  1  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah,

dan rahmah (vide  Pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam)  tidak dapat  terwujud

dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk

menahan  istrinya  apabila  tujuan  perkawinan  yaitu  untuk  membentuk

keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya,

Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan)

istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal

ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk

rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak

terwujud;

Menimbang,  bahwa  salah  satu  unsur  terpenting  dalam  membina

rumah  tangga  yang  bahagia  dan  harmonis  adalah  adanya  kemesraan

hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian,

saling  melindungi  sesama  antara  suami-istri  sebagaimana  layaknya

kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting itu terabaikan seperti yang

tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Hakim menilai

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna

sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur mawaddah dan rahmah sebagai

sendi terbinanya kehidupan rumah tangga yang sakinah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  119  ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam, “Talak Ba’in Shugra adalah talak yang tidak boleh
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dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam

masa  iddah”.  Pasal  tersebut  telah  memenuhi  norma  Hukum Islam yang

terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia

mengaku  selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari

suaminya sehingga hal  tersebut dapat menghalangi keberlasungan

hubungan suami istri antara mereka berdua”;.

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  persidangan  telah

menunjukkan  sikap  dan  tekadnya  untuk  bercerai,  dan  tidak  mau  lagi

mempertahankan  perkawinannya  dengan  Tergugat.  Apabila  hal  tersebut

telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang

selama  ini  dibina  bersama,  maka  suatu  fakta  bahwa  mempertahankan

perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah

fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

المـصالح      جـلب على مقدم المفاسد درء
Artinya:  “Menolak  kerusakan  lebih  didahulukan  dari  pada  menarik

kemaslahatan”.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah

memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat

2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo.  Pasal  19 huruf  (b)  Peraturan

Pemerintah  Nomor   9   Tahun  1975  dan  Pasal  116  huruf  (b)  Kompilasi

Hukum Islam, bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2

(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah

atau karena hal lain di luar kemampuannya”, oleh karenanya petitum angka

2 (dua) Penggugat patut dikabulkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, mengenai petitum Penggugat angka 2 (dua) yang kemudian dikuatkan

dengan dalil-dalil dan semua penjelasan, maka Hakim berkesimpulan melalui

persangkaan  dan  keyakinan  Hakim  bahwa  oleh  karena  perceraian  ini  atas

kehendak isteri  incassu Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah

melakukan hubungan suami isteri  (ba’da dukhul)  serta perceraian ini  adalah

cerai  yang  kesatu,  maka  petitum  Penggugat  untuk  bercerai  dari  Tergugat

dengan  talak  satu  ba’in  sughra  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  119

Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karenanya  dapat  dikabulkan  secara  verstek,

sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a  quo masuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i

yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di depan sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in Shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap

Penggugat (XXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 145.500,00 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian  diputusan  oleh Hakim Tunggal pada  hari  Selasa tanggal  19

September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal  03 Rabi`ul Awal 1445 Hijriah

oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang
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terbuka untuk  umum pada hari  itu  dengan dihadiri  Hakim dan dibantu  oleh H.

Muhammad Ansor, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim

Zainul Fajri, S.H.I., M.A..
Panitera Pengganti

H. Muhammad Ansor, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp60.000,00

2. Proses : Rp80.000,00

3. Panggilan : Rp34.500,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp154.500,00

(seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
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